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Tesisini membahas dinamika politik dalam penyusunan peraturan daerah dengan mengambil studi kasus
dalam penyusunan Perda Nomor | Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam
penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh fraksi-
fraks serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak dalam rangka mempengaruhi proses penyusunan
Raperdatentang RTRW Kota Bogor. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepentingan
dari semua pihak dalam proses penyusunan Perda nomor 1

Tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 1999-2009 dapat terserap atau terwadahi serta faktor-faktor
apayang berpengaruh dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut.

Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis melalui
pendekatan studi ekplanatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui : (1) wawancara
mendalam, dan (2) pengamatan langsung di |apangan, serta didukung data dari hasil persidangan baik
berupa catatan notulen maupun dari surat-surat rekomendasi fraksi-fraksi dan komisi atau surat pengaduan
dari masyarakat.

Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu
terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang menyebabkan terdapatnya beberapa pokok-pokok
kebijaksanaan pengecualian dalam pembenahan dan penataan ruang wilayah Kota Bogor seperti yang
tercantum dalam pasal 12 Perda Nomor 1 tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor.

Argumentasi yang dapat dikemukakan, dengan adanya kebijaksanaan pengecualian tersebut, diharapkan
dapat memberikan peluang bagi investor dalam rangkaikut serta mendorong pembangunan di wilayah Kota
Bogor. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi fraksi-fraksi dalam memberikan kebijaksanaan
pengecualian tersebut cenderung didasarkan dalam kerangka pragmati sme ekonomi-politik.

Pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian tersebut diambil setelah memperoleh kontribusi dari para anggota
pansus dan hasil hearing Pansus dengan pihak eksekutif, sehingga formulasinya cenderung memiliki bobot
kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemerintah serta lingkungan wilayah sekitar. Hal ini
dibuktikan dengan adanya beberapa masukan materi formulasi kepada pansus. Dengan demikian, proses
penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor cukup sarat
dengan muatan politis fraksi-fraksi dan tekanan dari kelompok tertentu serta dari pemerintah. Artinya
bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan cenderung bersifat mobilized participation yang didominasi
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melalui kegiatan lobby para kader partai dan melalui aktivitas organisasi dari masing-masing fraks yang
diwakilinya.



